
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 1 dari 15 Hal.Putusan No. 43/Pdt.G/2022/PA.Rtu 

 PUTUSAN 

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtu 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA RANTAU 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat 

pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK. 6305015105970003, tempat dan tanggal lahir 

Binuang, 11 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. 

Sei Pulantan RT 004 RW 002 Kelurahan Binuang 

Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi 

Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK. 6305010912960003, tempat dan tanggal lahir Pulau 

Pinang, 09 Desember 1996, agama Islam, pendidikan 

SLTA, pekerjaan Karyawan PT. United Tractors, tempat 

kediaman di Jl A.Yani KM 89,5 RT 004 RW 002 Desa 

Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin 

Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari 

itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Rtu, mengemukakan 

dalil-dalil sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi 

Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

0050/04/III/2016 tanggal 11 Maret 2016;   

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan 

badan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di 

Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi 

Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan 

pisah tempat tinggal;   

3.  Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum 

dikaruniai  anak;   

4.  Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 mulai timbul 

ketidakharmonisan dengan faktor penyebab antara lain:  

4.1Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya 

Penggugat tidak ketahui, hal ini Penggugat ketahui dari kotak masuk 

pesan singkat di Aplikasi Whatsapp milik Tergugat dan dari Informasi 

ayah Penggugat;   

4.2 Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan baru 

pulang ke rumah pukul 01.00 wita sehingga Penggugat merasa tidak 

dihargai lagi sebagai seorang istri;   

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

bulan Agustus 2021 disebabkan hal yang sama tersebut di atas. 

Puncaknya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada kedua orang tua 

Penggugat yang bernama Sudirman dan Kartinah. Sejak saat itu antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang 

lebih 5 (lima) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan 

sebagaimana layaknya suami istri;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat 

sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan 

dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah 

tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai 

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini ;   

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) 

terhadap  Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;   

    Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat 

telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 

untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina 

Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.) tanggal 2 Februari 2022, ternyata mediasi 

tidak berhasil; 

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan 

jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut: 

 

A. Bukti Surat 

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/04/III/2016 tanggal 11 Maret 

2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, 

Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan 

aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan bertanda P; 

B.  Bukti Saksi 

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Petani, bertempat tinggal di Jalan Tembok Baru, RT. 03, RW. 02, Desa 

Sei Pulantan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah 

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut:  

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah 

Ayah Kandung Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 

2016; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa 

Pulau Pinang; 

 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 

anak; 

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran 

dan perselisihan sejak bulan Januari 2019, yang disebabkan 

Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di Aplikasi 

Whatsapp milik Tergugat dan dibenarkan oleh ayah Penggugat, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Tergugat juga sering keluar malam bersama teman-temannya dan 

baru pulang ke rumah pukul 01.00 wita  tanpa tujuan yang jelas; 

 Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar karena tinggal serumah; 

 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Agustus tahun 2021; 

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sejak 5 (lima) bulan yang lalu; 

 Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk 

tidak bercerai, namun tidak berhasil; 

 Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI II, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, 

tempat tinggal di Jalan Adipati Sei Pulantan, RT. 004, RW. 002,  

Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Saksi di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah 

Paman Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 

2016; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat di Desa Pulau Pinang; 

 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 

anak; 

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019, yang disebabkan 

Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain oleh 

Penggugat melalui Aplikasi Whatsapp milik Tergugat, Tergugat juga 

sering keluar sampai larut malam kumpul bersama teman-temannya 

tanpa tujuan yang jelas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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 Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar karena bertetangga; 

 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Agustus tahun 2021; 

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sejak 5 (lima) bulan yang lalu; 

 Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk 

tidak bercerai, namun tidak berhasil; 

 Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat 

dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua 

hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan 

dan telah memberikan keterangan; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan 

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam 

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian 

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, 

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut 

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan 

cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak 

ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering  terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat ketahuan selingkuh dengan 

perempuan lain melalui Aplikasi Whatsapp milik Tergugat, Tergugat juga sering 

keluar sampai larut malam kumpul dengan kawan-kawannya, tanpa tujuan yang 

jelas. Dari permasalahan tersebut yang mengakibatkan  Penggugat dengan 

Tergugat telah berpisah  tempat tinggal selama  5 (lima) bulan, Tergugat yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama, dalam hal ini  mengacu kepada 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P, serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan 

dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) 

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) hurub b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta 

Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad 

nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 11 Maret 

2016 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara a quo 

sehingga memenuhi syarat materiil; 

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil 

dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian dalil gugatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 11 

Maret 2016 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, 

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam 

duduk perkara; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi 

tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua saksi tersebut, dan 

keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian 

satu sama lain,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua 

saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga 

berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai 

alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang 

perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga adalah fakta 

yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh saksi kedua, dan juga  

dari Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah karena Tergugat 

ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di Aplikasi Whatsapp milik 

Tergugat, Tergugat juga sering keluar malam tanpa tujuan yang dan saat ini 

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya, 

dengan demikian, tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Pasal 284, 

308 ayat (1) dan 311 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P keterangan dua orang saksi 

yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum yang disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak 

tanggal 11 Maret 2016, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak; 

2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat 

berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan 

yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat 
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ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di Aplikasi Whatsapp milik 

Tergugat dan dibenarkan oleh ayah Penggugat, Tergugat juga sering keluar 

malam bersama teman-temannya dan baru pulang ke rumah pukul 01.00 

wita.  tanpa tujuan yang jelas; 

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak 

pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri; 

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh 

pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk 

bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan 

perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan 

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

2. Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk 

berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses 

persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa 

hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat 

pecahnya perkawinan (broken marriage) (vide Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum 

Kamar Agama huruf A angka 1); 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk 

dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan 

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar 

lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang 

diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap 
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dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat 

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:  

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; 

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma 

hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya 

perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan 

atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan 

tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan 

rukun dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak 

harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau 

beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan   

tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan 

isteri;  

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah 

tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat 

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami 

isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. 

Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah 

pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, 

menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling 

merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak 

saling pengertian yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan 

dalam rumah tangga; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah kamar yang 

sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali 

rukun karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta 

Penggugat telah menyatakan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 

1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu 

pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak 

mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

antara keduanya; 

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya 

sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21; 

Menimbang, bahwa selain itu  keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi bagi 

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar untuk 

Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak 

kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu 

kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, 

oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan 

mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in 

sughra   Tergugat terhadap  Penggugat  berdasarkan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf   f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf  f Kompilasi Hukum Islam 
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dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 

II halaman 290 : 

 

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan 

pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun 

sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat  mendamaikan, maka 

Hakim boleh menceraikan dengan talak ba’in”; 

Dan Qaidah Fiqih yang berbunyi:  

در   لمفاسد مقدم على جلب المصالحا ء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap   

kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Rantau adalah talak satu ba’in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya 

boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;Menimbang, 

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum 

suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun 

kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah 

memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
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1975; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi 

norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 

189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi: 

يجَُوْزُ لهََا أنَْ تطَْلبَُ مِنَ القاَضِى التَّفْرِيْقَ وَ حِيْنئَذٍِ يطُْلِقهَُا الْقاَضىِ طَلْقةًَ باَئنِةًَ إِذَا ثبَتََ 

رَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الاِصْلاحَِ بيَْنهَُمَا   الضَّ

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di 

hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu 

ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan 

adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”; 

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

مٌ عَلى جَلْبِ المَصَالِحِ    دَرْءُ الْمَفاَسِدِ مُقدََّ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil  

maslahat”. 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat 

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja 

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan 

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian 

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka 

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain 

sugra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas 

dasar  adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan 
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ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap 

Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya 

tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 

iddah; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) 

terhadap  Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 685.000 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah  oleh Mawardi, S.Ag., M.H.I. 

sebagai Ketua Majelis, Taufik Rahman, S.H.I. dan Muhammad Wildi, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan 

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosehan Rizani, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya 

Tergugat. 
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 Ketua Majelis, 

 

 
 

 
 
 

Mawardi, S.Ag., M.H.I. 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
 
 

 
 
 

Taufik Rahman, S.H.I. 

 
 
 
 

Muhammad Wildi, S.H. 

 
 

Panitera Pengganti, 

 

 
 
 
 

Rosehan Rizani, S.H. 
 

 

Perincian Biaya :  

1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00  

2.  Proses : Rp 75.000,00  

3.  Pemanggilan : Rp 540.000,00  

4.  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00  

5.  Redaksi : Rp 10.000,00  

6.  Meterai : Rp   10.000,00 + 

Jumlah : Rp 685.000,00  

Terbilang: (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 
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